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FPERSTURAN DAERAH
KOTAMADYA DAEEAR TINGKAT 1Y KUPANG
SOMOR 3 39 TAHUN 1999

THENC TR NLB

FPENERTIBAN TEMPAT PELACURAM
DI DAERAH KOTA KUPANG <

DENGAN KAHMAT TUMAN YANG MAHA ESH
WAL IKOTAMADYA KEFALA DAERAH TINGKAT II KUPANG

Menimbang ¢ a. bahwa pelacuran merupakan patologi sosial yang tumbuh
dan  barkembang bsrivingan dengan perkembangan kota
dan marupakan rzalitas sosial yang masih sukar
diniiangkan, sszhinggs diperlukan penanggulangan /
pengatiiran olen Pemarintah Daerah agar tidak

~ menimbulikan akses sosial yang negatif dan tidak dapat
menggangou tabtanan kehidupan masyarakat;

b, bahwa dalam rangka menciptakan Kota Kupang s=ebagai
“ota Kavya, Aman, Sehat, Indah dan Harmonis (KASIH),
diparlulkan upaya untuk menertibkan berbagai bentuk
praiitel pelacuran  yang berada dalam Daserah Kotas
Yupang;

', ¢. bahwa ssbagaimana dimaksud butir a dan b, dipandang
et perlu untuk distur dengan suatu Peraturan Daerah.

Mengingat @ 1. Undang-undang Nomor § Tahun 19%6 tentang Pembentukan
Kotamadys Daerah Tingkat 11 Kepang (Lembaran Megara
Republik Ingonesia Yahun 199 Nowor 43, Tambahan
Lembaran fegera Republik Indor2 1a Nomor 3633);

2. Undang-undang Homor 22 Tahun (§T‘~?Fﬁtang‘Pamurintahan
Dagvah (Leabavan Megars Republik Indonesia Tahun 1999
Momor 62, Tambahan Lembaran Neaara Republik Indonesia

® Nomor 38329

3. Undang-undang NMNomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
(Lambaran Negaras Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor
1, Tambabian Lambaran Negara Republik Indonesia Momor

301903
4. Undang-undang Nomor 6 Ti hun 1980 tentang
Retentuan-ketentuan HMasalah Kesejahteraan Sosial

(Lembaren Negara Kepublik Indonesia Nomor 21, Tambahan
Lefibaran Negarvae Republik Indonesia Nomor 54]21
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5. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara
FPidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981
Nomor 76, Tambahan Lembaran Negare Republik Indonesia
Nomor 3209);

6. Undang—-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan
Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992
Nomor 100, Tambahan Lembavan Negara Republik Indonesia
Nomor 3495); (

7. Peraturan Femerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang
Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang
Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1983 Neomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3268);

#. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997
tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan
FPemerintah Daerahjy

9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1993
tentang Bantuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah
Parubahan.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah
Tingkat II Kupang.

MLE MaUST UeBaK AN

Monetapkan @ PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II KUPANG
TENTANG PENERTIBAN TEMPAT PELACURAN DI DAERAH KOTA
KUPANG

BAB I
KETENTUAN UMUM
Paszal 1

Dalam Feraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

2. Desarah adalah Dasrah Kota Kupangj

b. Pemerintah Daerah adalah Pemsrintah Da:rah Kota Kupang yang
terdiri dari Kepala Daesrah Kota Kupang beserta perangkat Daerah
Kota Kupang lainnyag

G« Kepala Dasrah adalah Walikota Kepala Daesrah Kota Kupangy

d. Pajsbat adalah Aparat Pemerintah yang diberi wiwanang untuk urusan
termaksudy

@. Pelacuran adalah perilaku hubungan seksual yang dilakukan antara
s@orang perempuan dengan seorang laki-laki atau lebih atau dengan
siap saja yang membutuhkan pemuasan kelnginan seksual dangan
imbalan pembayaran;

f. Tempat Pelacuran adalah rumah atau tempat yang digunakan sebagai
rumah pelacurang

g. Rumah bardil adalah rumah . penduduk yang dugunakan sebagai rumah
pelacurany

h. Pelacur adalah orang yang melakukan palacurany

i. Pengelola adalah orang atau badan yang mengelola dan bertanggung
Jjawab atas pengelolaan tempat pelacuran;

J« Pengunjung adalah setiap orang yang datang ke tempat pelacuranjg

k. Lokasi pelacuran adalah areal tertentu di jadikan sebagai tempat
untuk penampungan pelacur dengan tujuan memudahkan pembinaan dan
pangawasan serta rehabilitasi sosial. Y
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BAB I1
KETENTUAN PENGATURAN DAN PENERTIBAN
TEMPAT PELACURAN
Pasal 2

Kepala Daerah berkewajiban mengatur, menertibkan atau meniadakan
tempat-tempat yang menurut keyakinan merupakan tempat pelacuranjg
Dalam hal pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1)
Pasal ini, Kepala Daerah dapat menunjuk Pe jabat dilingkungan
Pamerintah Daerahj;

Pasal 3

Untuk tujuan pembinaan dan Pengawasan dalw. rangka rehabilitasi
sosial, Kepala Daerah dapat melakukan F:'n.avasan di lokasi
pelacuran; %

Dalam hal pengelolaan lokalisasi tersebut sebagaimana dimaksud
ayat (1) pasal ini, Kepale Daerah kerkewajiban menunjuk dan
menetapkan pengelola setelah memenuhi pevsyaratan yang ditentukan
oleh Pemerintah Daerah serta ketentuan peraturan
Perundnng—undangan yarng berlakuj;

Jumlah maksimum pelacur yang berada dan menghuni atau menggunakan
tempat pelacuran di lokalisasi seérta kapasitas lokasi,
ditetapkan oleh Kepala Daerahjy

Kepala Daerah berkewanangan menutup lokasi sebagaimana dimaksud

ayat (1) pasal ini, apabila pengelola tidak memenuhi persayaratan
vang ditetapkan vleh Pemerintah Daerah serta ketentuan peraturan
parundang-undangan yang berlaku atau untu knbutuhan‘p.mbangunan,
tata ruang atau alasan yang dapat dip-rtanggungjawabkan;

Lokasi yang telah ditutup, dilarang bagi setiap orang untuk:

f@nggunakan, menghuni, mengunjungi atau berada sebagai tamu untuk
tujuan pelacuran kecuali.

Pasal 4

Kecuali pada lokasi pelacuran, setiap orang tidak diperbolehkan
untuk menghuni ataupun menggunakan rumah bordil,: hotel, losmen,
penginapan, panti pijat, salon kecantikan maupun rumah kost
ataupun tempat—tempat yang bukan peruntukan tempat pelacuran
s@bagai tempat untuk tujuan pelacurang

Setiap orang vang tingkah lakunya terindentifikasi sebagai
pelacur, tidak diperbolehkan berkeliaran atau ber jalan
hilir-mudik dijalan-jalan uimum,  jalur hijau atau berada: di
sekitar losmen, pPenginapan atau yang sejenis dengan itu, warung,
rumah  makan, restoran atsau rumah-rumah pertunjukan, salon
kecantikan atau pusat kebugaran; /
Apabila orang tersebut berada pada tempat-tempat sgbagaimana

dimaksud ayat (2) pasal ini  atau diketemukan sedang melakukan -
upaya untuk tujuan pelacuran, pejabat yang berwenang barhak

moeminta keterangannya untuk pengusutan lebih lanjut atau dapat

memayintahkannya dengan segera meninggalkan tempat-tempat
tersebut.
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BAB 111
KETENTUAN PENGELOLA, PELACUR
DAN PENGUNJUNG
Pagal S

Pengelola bertsnggung jawab atas kebersihan, kesehatan, keamanan
dan ketertiban lingkungan lokaslisasi maupun para pelacury
Pengelola diharuskan untuk memberikan laporan tentang data
pelacur yang merighuni atau menggunakan tempat pelacuran, secara
tertulis dan diketahui olsh Lurah setempat, kepada Kepala Daerah
atau Pejabat yna g ditunjuk setiap 3 (tiga) bulan sekalij

Dalam hal tidak memenuhi ketentuan ayut (2) dan atau ayat (3)

pasal ini, Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk berkewajiban
meEnbarikan peringatan tertulis kepada pengelsla sebanyak 3 (tiga)
kaliy X

Apabila dalam Jangka waktu { (satu) bulan s2telah diterima iur#fi'

peringatan secara tertulis, pengelola tidak atau belum memenuhi
ketentuan ayat <¢1) dan atau ayat (2) pasal ini, Kepala Daerah
berkewajiban memberikan sangsi sesuai ketentuan
perundang-undangan yang berlaku,

Pasal ©

Para pelacur diharuskan mentaati ketentuan yang ditetapkan oleh
Ppangelolay

Dalam hal pembinaan saebagaimana dimakeud pasal 3 yat «(¢1)
Pareturan Daevah ini, para pengelola diharuskan mengikuti Jadwal
dan program pembinaan oleh FPemarintah Daarah;

Satiep pelacur yang menghuni ataupun menggunakan tempat pada
lokalisasi, wajib memiliki Kartu Kesehatan dan Kartu Pembinaan
yang disediakan oleh Pezjabat yang ditunjuk sabagai bukti
kesehatan serta keikutsertaan pelacur yang bersangkutan dalam
Praogram pembinaan;

Kartu Kssehatan dan Kartu Pembinaan s@bagnimana dimaksud ayat (3)
pasal ini, harus ditandatangani oleh patugss satiap kali
pemar iksaan kesshatan maupun  mengikuti program pembinaan yang
dilakukan oleh Pemarintah Dasrah.

Pasal 7

Pengunjung dilarang mEnggunakan atrihe ! lembaga pemerintah
ataupun atvibut lembaga resmi lainnya uni ¥ terada dilingkungan
lokalisaei, kecuali apablla yang bersangki can sedang melaksanakan
tugae pada lokalisasi tersebut dan dapat dibuktikan dengan surat
tugassy

Fengunjung tidak diparbolehkan membawa sanjata tajem, senjata
apl,; obat-obat terlarang atau bahan/benda yang dapat menimbulkan
bahaya, mabuk-mabukan dan atau membuat keonaran/keributan di
lokasi pulacuran;//




{3) fApabila pengunjung yang melanggar ketentuwn sebagaimana dimaksud
ayat (2) pasal ini, pengelcla berkewajiban melaporkan kepada
petugas keamanan untuk dimintai keterangannya dalam rangka
pengusutan lebih lanjut sesuai ketentuan perundang—undangan yang
berlaku.

BAB IV
LARANGAN
Pasal 8

QE) Fengelola dilarang melibatkan orang perempuan yang belum cukup
usia untuk melakukan palacuran atau membiarkan pengunjung yang
belum cukup usia berada dilingkungan lokasi pelacurang ‘i

(2) Apabila ditemukan orang yang belum cukup usia sebagaimana
dimaksud ayat (1) pasal ini, pejabat yang berwenang dapat
malakukan tindakan bhukum terhadap pengelola sesuai ketentuan
perundang--undangan yang barlakuj

(3) Lokasi yang telah ditutup, dilarang bagi getiap orang untuk
n@AggUnakannya.

BAB V
FEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pazsal 9

Fembinaan dan  pengawasan terhadap pengelola, pelacur dan lokalisasi
dilakzanakan secara periodik dan barkelanjutan oleh Pemerintah Daerah
e laliul Pegjabat dan atau Instansi tervkait.

BAB VI
FETENTUAN PIDANA DAN PENYIDIKAN
Pasal 10

QE) Barang siapa yang dengan sengaja maupun tidak sengaja melakukan
=langparan terhadap ketentuan dalam Peraturan Daerah ini
diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan atau denda
paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima jut: rupiah);

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah
palanggaran.

Pasal 11

(1)) Belain olah Panyidik Umum, penyidikan atas pelanggaran
sebagaimana dimaksud pasal 10 Peraturan Dierah ini dilakukan oleh
Fenyidik Pegawai Negeri Gipil di lingkungan Femerintah Daerah
yang pengangkatannya ditetapkan sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlakuy
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Dalam melakukan tugas penyidikan, penyidik sebagaimana dimaksud

ayat (1) pasal ini berwenang 3

a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya
tindak pidana;

b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan
melakukan pemeriksaan;

c. manyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa Tanda
Pengenal Diri tersangkajg

d. melakukan penyitaan benda dan atau suraty

@, mengambil sidik jari dan memotret sesecvangj

f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai termsangka
atau saksiy

g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya
dengan pemeriksaan parkaraj;

h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk
dari Penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwva
tersebut bukan merupakan tindak pidann dan selanjutnya melalui
Penyidik maemberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum,
tersangka atau keluarganyaj

i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat
dipertanggung jawabkanjy

Pejabat Penyidik FPegawal Negeri Sipil membuat Berita Acara setiap

tindakan tentang :

a. pemeriksaan tersangkaj

b. pemasukan rumahj

c. penyitaan bendaj;

d. pemeriksaan surat)

e. pemerilksaan saksij

{. pemeriksaan di tempat ke jadiang

dan mengirimkannya kepada Kejaksaan Negeri melalui Penyidik

Kmpolisian Negara Republik Indonesia.

BAB VII
KETENTUAN PERAL IHAN
Pasal 12

Segara setelah pengundangan Peraturan Nizvah ini, Pemerintah
Daerah menentukan langkah-langkah por izpan dalam rangka
penertiban tempat-tempat pelacuran maup n lokasi yang diduga
sebagai tempat untuk melakukan pelacurar yin) berada di daerah
Kota Kupangj

Pemberlakuan secara efektif Peraturan Daerah ini,
selambat—-lambatnya ! (satu) tahun setelah pengundangannya.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 13
.
Dalam hal penertiban, Peraturan Daerah ini harus dilaksanakan
secara tegas dan bertanggung jawab serta diawasi cleh Kepala
Daerah atau FPejabat yang ditun)uk;/
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Pasal 15

1 benaku pade tanggal dtumhngkan.
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